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PRAKATA

Alhamdulilahirrobbil’alamin, dengan rahmat Allah SWT. penulis mengucapkan
syukur atas nikmat karunia dan tauhid-nya kepada penulis, sehingga penulis dapat
menyusun skripsi dengan judul Pengaruh Restitusi Pajak Pertambahan Nilai
Wajib Pajak Badan Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Palembang Seberang Ulu ini dapat penulis selesaikan sebagaimana waktu
yang dijadwalkan.

Pajak dapat meningkatkan kemandirian bangsa indonesia tanpa harus
terlalu banyak menggantungkan harapan dengan negara lain untuk mendapatkan
pinjaman atau bantuan luar negeri. Pajak merupakan salah satu sumber
penerimaan negara yang paling potensial bagi kelangsungan pembangunan negara
Indonesia karena peerimaan pajak meningkatkan seiring dengan meningkatnya
perckonomian dan taraf hidup suatu bangsa. Peranan pajak semakin besar dan
penting dalam menyumbang penerimaan negara dalam rangka kemandirian
membiayai pelaksanaan pembangunan nasional. Untuk itu dibutuhkan peran serta
masyarakat dalam bentuk kesadaran dan kepedulian untuk membayar pajak, salah
satunya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Penerimaan pajak merupakan sumber utama atau tulang punggung negara
dalam pembiayaan pemerintah dan pembangunan. Pajak bertujuan meningkatkan

kesejahteraan rakyat melalui perbaikan dan peningkatan sarana publik. Alokasi
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pajak tidak hanya diberikan kepada rakyat vang membayar pajak tetapi juga untuk
kepentingan rakyat yang tidak membayar pajak. Dengan demikian, peranan
penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang
jalannya roda pemerintahan. Lembaga yang bertanggung jawab dalam hal ini
adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dibawah naungan Kementerian Keuangan
Republik Indonesia.
Penulisan laporan mi tentu tidak akan selesai tanpa dorongan dan dukungan
banyak pihak. Untuk itu penulis sampaikan terimakasih terutama pada kedua
orang tua yang selalu mendo’akanku dan juga bantuannya memiliki makna besar
dalam proses ini. Selain itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-
besarnya kepada

I. Bapak  Dr. Abid Djazuli, SE. MM Selaku Rektor Universitas

Muhammadiyah Palembang,
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Bapak Drs. Fauzi Ridwan, MM. selaku Dekan Fakultas Ekonom dan
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3. Bapak Betri Sirajuddin, S.E. M Si. ,AK_CA. selaku Ketua Program Studi
Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak Mizan, SE _MSi AK ,CA selaku Sekertaris Program Studi
Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
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ABSTRAK

Puspita Dewi /222014085/2018/ Pengaruh Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Wajib Pajak
Badan Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang
Seberang Ulu/Akuntansi.

Rumusan masalah dalam Penelitian ini adalah Bagaimanakah pengaruh restitusi pajak
pertambahan nilai (PPN) wajib pajak badan terhadap penerimaan pajak pada kantor pelayanan
pajak pratama Palembang seberang ulu. Tujuannya untuk mengetahui pengaruh restitusi pajak
pertambahan nilai (PPN) wajib pajak badan terhadap penerimaan pajak pada kantor pelayanan
pajak pratama Palembang seberang ulu. Penelitian ini menggunakan metode Asosiatif atau
hubungan yaitu mengumpulkan data-data yang diperlukan di kantor pelayanan pajak pratama
Palembang seberang ulu. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah realisasi dari tahun
2007-2016. Variabel dalam penelitian ini adalah restitusi PPN dan Penerimaan Pajak. Teknik
Analisis yang digunakan adalah perhitungan SPSS.

Hasil penelitian yang telah dianalisis, dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai uji t diperoleh
thinng Untuk variabel restitusi PPN yaitu sebesar 3,040 dan pada ty,, dengan tingkat signifikan 95%
(01=5%), df= 19 yaitu sebesar 1,729, Terlihat bahwa ty,, lebih besar dari t kritis atas, maka H,
ditolak yang berarti bahwa variabel restitusi PPN berpengaruh signifikan terhadap penerimaan
pajak pada kantor pelayanan pajak pratama Palembang seberang ulu.

Kata Kunci : Restitusi PPN, Penerimaan Pajak.
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ABSTRACT

Puspita Dewi / 2220140852018 / Influence Restitution Tax Value Added Taxpayer Agency
Against Tax Receipts At Tax Office Primary Palembang Seberang Ulu / Accounting.

The formulation of the problem in this research is how the effect of taxpayer value restitution
(VAT) of corporate taxpayer on tax revenue at tax office pratama Palembang opposite ulu. The
purpose Is 1o determine the effect of tax refund value added (VAT) corporate taxpayers on tax
revenues al tax office pratama Palembang apposite ulu. This research uses associative method or
relationship that is collecting data required in tax office pratama Palembang opposite ulu,
Population and sample in this research is realization Jrom year 2007-2016. Variable in this
research is VAT refund and Tax Reception. Analysis technique used is calculation of SPSS.

The result of the research has been analyzed, it can be concluded that the value of t test is
obtained for the VAT restitution variable that is 3.040 and the ttable with the significant level of
95% (D) = 5%), df = 19is 1.729. It is seen that thitung is greater than the critical t above, then H0
s rejected which means that the variable of VAT restitution has a significant effect on tax revenue
at the Primary Tax Office of Palembang opposite ulu.

Keywords: VAT refund, tax receipts

Xvi






BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah salah negara berkembang yang sedang melaksakan
pembangun pembangun yang sedang dilakukan bangsa indonesia pada saat
i sedang mengalami hambatan. Hal ini disebabkan karena adanya krisis
ckonomi yang melanda negara Indonesia ini mengakibatkan tergangunya
sumber-sumber penerimaan negara, dimana sumber penerimaan tersebut
ditunjukan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Sumber-
sumber penerimaan negara tersebut terutama untuk membiayai proyek-proyek
vang diselenggarakan oleh pemerintah, sehingga penerimaan negara menjadi
sangat pentingdalam pemulihan ekonomi dan pembiyaan negara untuk
mewujudkan pembangunan nasional vang adil dan merata.

Salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan negara antara lain
melalui sektor perpajakan. Pajak dapat meningkatkan kemandirian bangsa
indonesia tanpa harus terlalu banyak menggantungkan harapan dengan negara
lain untuk mendapatkan pinjaman atau bantuan luar negeri. Pajak merupakan
salah satu sumber penerimaan negara yang paling potensial bagi
kelangsungan pembangunan negara Indonesia karena peerimaan pajak
meningkatkan seiring dengan meningkatnya perekonomian dan taraf hidup
suatu bangsa. Peranan pajak semakin besar dan penting dalam menyumbang

penerimaan negara dalam rangka kemandirian membiayar pelaksanaan



pembangunan nasional. Untuk itu dibutuhkan peran serta masyarakat dalam
bentuk kesadaran dan kepedulian untuk membayar pajak. salah satunya
adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN),

Sukardji (2009: 15) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang
dikenakan atas pertambahan nilar suatu barang atau jasa yag dihasilkan atau
diserahkan oleh pengusaha kena pajak. baik pengusaha yang menghasilkan
barang, mengimpor barang, melakukan usaha perdagangan, atau pengusaha
yang melakukan usaha dibidang jasa. Pemerintah telah melakukan
serangkaian kebijaksanaan dan peraturan. khususnya dibidang perpajakan
yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009
Adapun kewajiban wajib pajak atau pengusaha kena pajak adalah
melaporkan usaha, memungut, menyetor, dan melaporkan pajak pertambahan
nilai dan pajak pembelian atas barang mewah yang terutang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kewajiban
tersebut diharapkan penerimaan negara dari sektor perpajakan dapat
bertambah.

Negara Indonesia menggunakan pajak sebagai sumber utama
penerimaan negara. dimana secara hukum, pajak dapat didefinisikan sebagal
luran wajib kepada Pemerintah bersifat memaksa dan legal, sehingga
Pemerintah mempunyai kekuatan hukum misalnya denda untuk menindak
wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya. bagi Pemerintah Jjuga tidak
mempunyai kewajiban untuk membalas jasa secara langsung kepada para

pembayar pajak dan pajak dipungut untuk menjalankan roda Pemerintahan.



Sehingga, pajak yang merupakan sumber utama penerimaan Negara,
memiliki peranan yang semakin besar dan penting untuk menyumbang
penerimaan  Negara dalam rangka kemandirian untuk membiayai
pembangunan nasional.

Perkembangan dalam masyarakat mengubah dalam sifat upeti
(pemberian) yang semula dilakukan cuma-cuma dan sifatnya memaksa
tersebut, yang kemudian dibuat suatu aturan-aturan vang lebih baik agar
sifatnya yang memaksa tetap ada namun unsur keadilan lebih di perhatikan.
Untuk memenuhi unsur keadilan inilah maka rakyat diikut sertakan dalam
membuat aturan-aturan dalam pemungutan pajak, yang nantinya akan
dikembalikan juga hasilnya untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Pajak
mempunyal peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara,
kKhususnya didalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan
sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk
pengeluaran pembangunan.

Resmi (2016: 18) Membahas tentang ketentuan umum dan tata cara
perpajakan yang berlaku di Indonesia, yang didalamnya tertuang ketentuan
yang menjunjung tinggi hubungan warga negara dan menempatkan
kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan dan merupakan sarana
peran serta rakyat didalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional.
Dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang
ketentuan umum dan tata cara perpajakan disadari masih terdapat hal-hal

yang belum tertampung sehingga menuntut perlunya penyempurnaan sejalan



perkembangan  sosial  ekonomi  dan kebijaksanaan  pemerintah.
Penyempurnaan  peraturan perundang-undangan  perpajakan  tentang
ketentuan umum dan tata cara perpajakan tersebut terakhir diatur dalam U U
No.28 tahun 2007,

Penerimaan pajak merupakan sumber utama atau tulang punggung
negara dalam pembiayaan pemerintah dan pembangunan. Pajak bertujuan
meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui perbaikan dan peningkatan
sarana publik. Alokasi pajak tidak hanya diberikan kepada rakyat yang
membayar pajak tetapi juga untuk kepentingan rakyat yang tidak membayar
pajak. Dengan demikian, peranan penerimaan pajak bagi suatu negara
menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan.
Lembaga yang bertanggung jawab dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal
Pajak (DJP) dibawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Dalam hal ini, pajak sebagai bagian dari kebijakan fiskal yang
digunakan pemerintah dalam mencapai tujuan dibidang ekonomi, sosial, dan
budaya telah mampu menunjukan kontribusi yang cukup tinggi terhadap
penerimaan negara. Buktinya pada beberapa tahun terakhir, penerimaan dari
sektor fiskal (pajak) mencapai 70% dari total penenmaan negara. di
Indonesia terdapat dua jenis pajak yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak
pusat yang terdiri atas Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai
(PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Materai.

Sedangkan, pajak daerah terdiri atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB),



Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Perolchan Hak atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB), Pajak Hotel, dan lain sebagainya.

Salah satu jenis pajak yang berkontribusi terhadap penerimaan negara
adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai adalah
pajak yang dikenakan terhadap penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau
Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP)
dan dapat dikenakan berkali-kali setiap ada pertambahan nilai dan dapat
dikreditkan. Disampingitu, Pajak Pertambahan Nilaj merupakan pengganti
dari Pajak Penjualan (PPN), yang termasuk jenis pajak tidak langsung yang
memiliki makna bahwa yang dikenakan kewajiban PPN tidak harus yang
menanggung beban pajaknya. Hal tersebut berarti bahwa yang menanggung
beban PPN adalah konsumen akhir. Namun demikian yang dikenakan untuk
memunngutnya adalah pihak-pihak yang berada dalam jalur distribusi
sebelum barang atau jasa sampai kepada konsumen

Dasar hukum Pajak Pertambahan Nilai diatur berdasarkan Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan
Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Berkaitan dengan PPN,
objek yang dikenai PPN adalah barang hasil produksi dari produsen yang
dijual kepada pembeli. Dengan demikian, terdapat adanya Pajak Masukan
bagi pembeli dan Pajak Keluaran bag; penjual. Pengenaan tarif PPN yang
disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah

sebesar 10%.



Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang
Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang
Mewah, Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya
sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena
Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang
Kena Pajak Tidak Berwujud dariluar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan
Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena
Pajak. Sedangkan, yang dimaksud dengan Pajak Keluaran adalah Pajak
Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak
vang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena
Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak
Tidak Berwujud, dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak.

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Purnama, dkk (2016)
yang berjudul pengaruh prosedur restitusi pajak pertambahan nilai (PPN)
Pada kantor pelayanan pajak pratama manado. Rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah bagaimana bagaimanakah pengaruh prosedur restitusi
pajak pertambahan nilai pada kantor pelayanan pajak pratama manado?.
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh
prosedur restitusi PPN dan adakah hambatan dalam proses prosedur restitusi
tersebut. Hasil dari penelitian menujukkan pengaruh prosedur pajak
pertambahan nilai yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado

memberikan pengaruh positif terhadap penerimaan pajak yang ada.



Undang-Undang dan belum dilakukan secara online menyebabkan  hal
berikut: berbelitbelitnya prosedur sechubungan dengan restitusi PPN ity
sendiri baik di internal ataupun eksternal DJP, banyaknya beban kerja yang
ditanggung oleh Fiskus, dan lamanya pengembalian uang restitusi PPN
kepada Wajib Pajak.

Hasil penehtian sebelumnya yang dilakukan oleh Wandha, dkk (2014)
yang berjudul Pengaruh Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Terhadap
Penerimaan  Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Manado. Hasil penelitian ini menunjukan restitusi  pajak
pertambahan nilai yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado
memberikan pengaruh negatif terhadap penerimaan pajak vyang ada.
Sehingga dapat mengakibatkan penyaluran dana pajak untuk pembangunan
Kota Manado berkurang.

Kantor Pajak Pratama Seberang Ulu merupakan kantor pelayanan
pajak yang melayani lebih dari satu kecamatan di antaranva Kecamatan
Seberang Ulu 1, Seberang Ulu I, Kecamatan Plaju, dan Kecamatan
Kertapati maka sangat diperlukan proses analisa kinerja khusus nya di
bidang ristitusi terhadap wajib pajak. Karena setiap kelebihan bayar yang
dilakukan oleh wajib pajak mesti di kembalikan lagi kepada wajib pajak itu

sendiri.



Tabel 1.1
Data Penerimaan Pajak dan Ristitusi PPN di Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Seberang Ulu
Per Semester 2007-2016

Dalam rupiah (00)

Tahun

Restitusi (X)

Penerimaan (Y)

Penerimaan netto

2007 Semester [

29.572.320.000

367.500.800 000

337.928 480.000

2007 Semester 11

49.572.000 000

307.500.000 000

257.928 000.000

2008 Semester |

5019 500520

388.500 820 000

383.481.319.480

2008 Semester 11

7.059.500 000

368.500.000 000

361.440 500.000

2009 Semester I

5.274.500.000

§76.220.000.000

570.945.500.000

2009 Semester 11

7.000 500 690

396.000.000 000

388.999 499 310

2010 Semester |

432.500 950

299.500.000.000

299.067 499 050

2010 Semester 11

630.500.000

259.500.000.000

258 869 500.000

2011 Semester [

80.223.500.720

699.500.000.000

619.276.499 280

2011 Semester I1

84.263.500.000

499.500.210.000

415.236.710.000

2012 Semester I

52.619.500.620

1.576 500.730.000

1.523.881.229 380

2012 Semester I1

56.619 500.000

1.000.500.000 000

943.881.229.000

2013 Semester |

44284 000 000

2.974 500820 000

2.930.216.820.000

2013 Semester I1

52.284 630 000

2.960.500.000.000

2.638.215.370.000

2014 Semester [

60.520.780 000

2.990.500.000.000

2.929.979.220.000

2014 Semester 11

73.320.000 000

2.390.500.850 000

2.317.180.850.000

2015 Semester |

70.314.500.780

4.922.750.000 000

4 852.435.499.220

2015 Semester 11

76.314 500 000

4.910.000.000.000

4.846.435,500.000

2016 Semester |

216.570.220 000

5.965 470.000.000

5 748899 780.000

2016 S/D Desember

416.574 000 000

3.967 000.000.000

3.550.426.000.000

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Seberang Ulu, 2018

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa penerimaan netto Pajak

pertambahan nilai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Seberang Ulu
mengalami penurunan karena adanya restitusi pajak pertambahan nilai.
Sehingga menyebabkan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Seberang Ulu tidak mencapai  100%  (berkurang) dan
mempengaruhi pendapatan negara. Salah satu faktor vang menyebabkan
terjadinya restitusi PPN ini karena disebabkan oleh kekeliruan pemungutan
pajak yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak

Dari permasalahan di atas menunjukkan bahwa restitusi Pajak

Pertambahan Nilai (PPN) yang terjadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama



Palembang Seberang Ulu, sangat mempengaruht penerimaan pajak yang
ada. Dapat dilihat ketika terjadi pengembalian dana terhadap Wajib Pajak
yang melakukan restitusi maka dana hasil penerimaan pajak akan berkurang,
Penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh restitusi Pajak Pertambahan
Nilai terhadap penerimaan pajak yang ada memberikan akibat dan dampak
bagi pemerintahan untuk menyalurkan  dana pajak  dalam bidang
pembangunan ataupun pembiayaan lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan
penelitian dengan judul Pengaruh Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Wajib Pajak Badan Terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan

Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka rumusan
masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengaruh restitusi Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) wajib pajak badan terhadap penerimaan pajak pada Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu?

C. Tujuan penelitian
Berdasarkan dari rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan
dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh restitusi Pajak Pertambahan
Nilai (PPN) wajib pajak badan terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan

Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu.
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D. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :

1.

Bagi Penulis

Penulis di harapkan dapat menambahkan dan memperluas wawasan
peneliti tentang restitusi pajak pertambahan nilai., agar lebih meningkatkan
pembayaran pajak dimasa yang akan datang yang lebih efektif dan dapat
menghindari proses restitusi yang dapat merugikan pendapatan negara.
Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palemba ng Seberang Ulu
Penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan masukan dalam
meningkatkan kualitas pelayanan pada kantor pelayanan pajak di Kota
Palembang khususnya Seberang Ulu.

Bagi Almamater

Hasil Penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan masukan dalam
meningkatkan kualitas pelayanan pajak pertambahan nilai bagi mahasiswa

dalam meningkat kan penelitian dibidang yang sama.
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